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ABSTRAK 
Pengaturan AI dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara jelas, siapa 
yang berhak bertanggung jawab atas kejahatan atau pelanggaran yang “dilakukan” 
oleh entitas AI, kemana pertanggungjawabannya dialihkan, apakah itu pada 
makhluk AI itu sendiri, pengembangnya, atau bahkan penggunanya? Dikarenakan 
tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur atau 
mengendalikan kecerdasan buatan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum 
terjawab. Masyarakat mengkhawatirkan semakin besarnya kemungkinan 
terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dilakukan oknum-oknum 
yang menyalahgunakan produk AI tersebut akibat tidak adanya wacana penerapan 
AI dalam peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun beberapa 
contoh kasus-kasus kejahatan AI yang telah terjadi di Indonesia, yaitu salah 
satunya adalah Deepfake, seperti kasus tokoh ternama seperti Raffi Ahmad dan 
Najwa Shihab pun menjadi korban teknologi AI. Beredar sebuah video 
menampilkan Najwa Shihab tengah mewawancarai Raffi Ahmad tentang bisnis 
judi online. Ada juga kasus yang beredar menggunakan Deepfake yang 
menyerang Nagita Slavina menjadi korban video skandal seksual deepfake. Dari 
hal tersebut, seharusnya pemerintah bertindak cepat untuk melindungi seluruh 
masyarakat dengan membuat edukasi dan kebijakan-kebijakan terkait AI serta 
regulasi untuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum oknum yang 
memperdaya teknologi AI untuk melakukan kejahatan. Jenis penelitian yang 
diangkat adalah penelitian Yuridis Normatif (library legal research), sebagaimana 
ditunjukkan oleh judul tesis ini. Penyelidikan terhadap norma-norma hukum yang 
terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu merupakan penekanan utama 
penelitian yuridis normatif, salah satu jenis metodologi penelitian hukum. Data 
sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Hasil penelitian 
yang didapatkan bahwa secara fakta yuridis, hanya satu produk hukum positif 
yang mengatur mengenai kejahatan AI di Indonesia, yaitu melalui produk hukum 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang-Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka 
dapat pula disimpulkan kebijakan hukum di Indonesia belum mengatur secara 
detail mengenai kejahatan AI dam korban kejahatan belum mendapat 
perlindungan hukum yang layak, serta sulitnya untuk membuktikan bersalahnya 
pelaku tindak pidana karena hukum positif yang tidak memadai. 

Kata Kunci: Kejahatan AI, Pertanggungjawaban, Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 
The regulation of AI in positive law in Indonesia is not clearly regulated, who has 
the right to be responsible for crimes or violations "committed" by AI entities, 
where is the responsibility transferred, is it to the AI creature itself, its developer, 
or even its user? Because there is no law in Indonesia that specifically regulates 
or controls artificial intelligence, questions like this remain unanswered. The 
public is concerned about the increasing possibility of violations of the law and 
criminal acts committed by individuals who misuse AI products due to the absence 
of discourse on the application of AI in the legal regulations applicable in 
Indonesia. There are several examples of AI crime cases that have occurred in 
Indonesia, one of which is Deepfake, such as the case of famous figures such as 
Raffi Ahmad and Najwa Shihab who also became victims of AI technology. A 
video is circulating showing Najwa Shihab interviewing Raffi Ahmad about the 
online gambling business. There is also a case circulating using Deepfake which 
attacks Nagita Slavina who became the victim of a deepfake sexual scandal video. 
From this, the government should act quickly to protect the entire community by 
creating education and policies related to AI as well as regulations for legal 
accountability against individuals who use AI technology to commit crimes. Based 
on the title of this thesis research, the type of research raised is Normative 
Juridical Research (literature legal research). Normative juridical research is a 
legal research method that focuses on the analysis of legal norms that exist in a 
particular legal system, the data source in this study is secondary data. The 
results of the study obtained that in terms of legal facts, only one positive legal 
product regulates AI crimes in Indonesia, namely through the legal product Law 
Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 
concerning Information and Electronic Transactions. So it can also be concluded 
that legal policies in Indonesia have not regulated in detail regarding AI crimes 
and victims of crime have not received proper legal protection, and it is difficult to 
prove the guilt of perpetrators of criminal acts due to inadequate positive law. 

Keywords: AI Crime, Criminal Responsibility, Legal Certainty. 
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